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ABSTRAK 
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana pengimplementasaian 
standar pelayanan publik di era otonomi 
daerah dan bagaimana faktor-faktor 
pengambat pelaksanaan Peraturan Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 
Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar 
Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan. Dengan 
menggunakan metode penelitian yuridis 
normatif, disimpulkan: 1. BPN Untuk 
Meningkatkan Pelayanan Pertanahan, antara 
lain adalah perbaikan lingkungan kerja dengan 
mengfungsikan loket pelayanan sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Kepala BPN RI nomor 1 
tahun 2010, perbaikan Sistem Administrasi, 
dangan cara peraturan tersebut harus 
dijabarkan sesuai dengan kondisi Kantor 
Pertanahan. Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah bidang pertanahan berbungkus 
desentralisasi tetapi menekankan sentralisasi 
akan berdampak terhadap semakin  
meningkatnya sengketa pertanahan. Melalui 
semangat reformasi Otonomi adalah peluang 
daerah untuk menata kembali struktur 
penguasaan dan kepemilikan tanah untuk 
dapat melakukan dengan cara menempatkan 
orang-orang yang konseptual dan profesional, 
bertanggung jawab dalam menjalankan 
program pembangunan daerah yang terkait 
secara lansung maupun tidak langsung dengan 
persoalan tanah. 2. Faktor Penghambat dalam 
melaksanakan Peraturan Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 
1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan 
Pengaturan Pertanahan, dapat disimpulkan: 
Faktor penghambat penerapan kebijakan 
Badan Pertanahan Nasional dipengaruhi 2 (dua) 
unsur penting yaitu faktor hukum dan faktor 
non hukum, adapun faktor hukum yang 
mempengaruhi terhambatnya penerapan 
kebijakan Kantor Pertanahan yaitu tidak adanya 
sanksi yang tegas tehadap pegawai Kantor 
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Pertanahan yang melakukan kesalahan dalam 
menyelesaikan proses pendaftran akta dan 
kurangnya pengetahuan tentang hukum 
pertanahan bagi pegawai-pegawai di Kantor 
Pertanahan. Adapun faktor non hukum yang 
mempengaruh terhambatnya penerapan 
kebijakan Kantor Pertanahan Sumber Daya 
Manusia yang kurang baik secara kualitas dan 
kuantitas, tidak adanya Pengawasan yang 
optimal, dan sarana dan prasarana pendukung 
kinerja pegawai pertanahan belum memadai. 
Kewenangan Pemerintah dalam bidang urusan 
tanah merupakan urusan wajib pemerintah 
daerah Kabupaten/Kota yang harus diatur dan 
diurus pemerintah Kabupaten/kota. 
Kata kunci:  Standar Pelayanan Publik, Badan 
Pertanahan Nasional,  Otonomi Daerah 
 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Salah satu tugas pokok Badan Pertanahan 
Nasional sekaligus merupakan salah satu fungsi 
kantor pertanahan Kabupaten/Kota adalah 
melaksanakan pelayanan pertanahan kepada 
masyarakat. Oleh sebab itu kiranya wajar 
apabila pelaksanaan tugas Badan Pertanahan 
Nasional akan selalu menjadi pusat perhatian 
masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut 
diperlukan perhatian terhadap upaya-upaya 
untuk lebih meningkatkan pelayanan 
pertanahan tersebut. Upaya peningkatan 
pelayanan pertanahan kepada masyarakat 
mempunyai aspek yang sangat luas, dari tingkat 
kebijakan termasuk penerbitan ketentuan 
peraturan yang diperlukan sampai tingkat 
pelaksanaannya. 
Dalam upaya meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat, maka pemerintah telah 
menetapkan kebijakan pelayanan kepada 
masyarakat dalam pengelolaan dan 
pengembangan pembangunan pertanahan. 
Oleh karena BPN merupakan bagian internal 
dari komponen pembangunan bangsa, 
sebagaimana dengan komponen pembangunan 
bangsa yang lainnya maka peran dan posisi BPN 
dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat 
secara utuh terintergrasi, baik sebagai penegak 
kedaulatan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia maupun dalam peran membangun 
bangsa (nation building) dengan 
mengedepankan prinsip demokrasi, hak asasi 
manusia, kesejahteraan umum, lingkungan 
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hidup, dan prinsip hidup berdampingan secara 
damai. Keberadaan organisasi BPN menjangkau 
sampai kedaerah pedesaan diseluruh wilayah 
Indonesia maka kegiatan dibidang Pertanahan 
akan dapat memberikan konstribusi konstruktif 
dalam pembangunan bangsa bila bentuk dan 
implementasi kegiatan dapat disinkronisasikan 
dengan kegiatan pemerintah daerah 
Kabupaten/Kota yang menjadi titik berat 
otonomi daerah salah satunya dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat 
yang sering disebut dengan pelayanan publik. 
Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah ini 
masih banyak dijumpai kelemahan sehingga 
belum dapat memenuhi kualitas yang 
diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan 
masih adanya berbagai keluhan masyarakat 
yang disampaikan melalui media massa, atau 
melalui kotak pos 5000 maupun langsung 
kepada pimpinan Badan Pertanahan Nasional, 
sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang 
baik terhadap aparatur pemerintah. Mengingat 
fungsi utama pemerintah adalah melayani 
masyarakat maka pemerintah perlu terus 
berupaya meningkatkan kualitas pelayanan.  
Masyarakat yang merupakan pelanggan dari 
pelayanan publik, juga memiliki kebutuhan dan 
harapan pada kinerja penyelenggara pelayanan 
publik yang profesional. Sehingga yang 
sekarang menjadi tugas Pemerintah Pusat 
maupun Pemerintah Daerah adalah bagaimana 
memberikan pelayanan publik yang mampu 
memuaskan masyarakat. Adanya implementasi 
kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di 
Indonesia yang tertuang dalam Undang Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan 
Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah 
mempunyai tanggung jawab, kewenangan dan 
menentukan standar pelayanan minimal, hal ini 
mengakibatkan setiap Daerah 
(Kotamadya/Kabupaten) di Indonesia harus 
melakukan pelayanan publik sebaik-baiknya 
dengan standar minimal. 
Manajemen pelayanan publik di era 
otonomi daerah semakin mempermudah ruang 
gerak masing-masing daerah untuk melakukan 
upaya perbaikan layanan. Pengalaman 
beberapa daerah yang berhasil memanfaatkan 
dan mengembangkan sistem pelayanan publik 
terpadu diakui telah membawa dampak yang 
cukup signifikan baik terhadap perbaikan 
kualitas manajemen layanan publik pemerintah 
daerah, maupun peningkatan pendapatan 
daerah dan perbaikan kualitas hidup 
masyarakat. Di sisi lain, pemerintah pusat tetap 
memiliki kendali atas keberlangsungan 
pemerintahan daerah tersebut secara 
terintegrasi yang selanjutnya akan 
ditindaklanjuti dalam perencanaan peningkatan 
kualitas layanan publik nasional. Seiring 
semaraknya geliat pemerintah daerah dalam 
mendorong sistem pelayanan terpadu, 
pemerintah perlu mengupayakan sistem 
informasi terstandarisasi yang dapat 
menjangkau semua daerah khususnya dalam 
pelayanan bidang pertanahan.  
Masalah Pertanahan menyangkut dua sisi 
kepentingan yaitu, kepentingan pemerintah 
daerah untuk melakukan regulasi terhadap 
kegiatan tertentu yang dilakukan oleh 
masyarakat agar sesuai dengan perencanaan, 
kondisi dan kebutuhan pemerintah daerah, di 
sisi lain adalah kepentingan kebutuhan 
masyarakat untuk memperoleh kepastian 
hukum dalam melakukan penggarapan tanah 
dan hak-hak atas tanah yang mempunyai efek 
di bidang sosial, ekonomi, politik dan 
sebagainya. Implementasi Undang- Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah jo Undang Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Pemerintah Daerah ke depan 
salah satunya adalah bagaimana dapat 
meningkatkan kualitas pelayanan publik 
berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 
2009 tentang Pelayanan Publik sesuai dengan 
asas-asas umum penyelenggaraan negara dan 
sekaligus merupakan perwujudan dari prinsip 
utama kebijakan desentralisasi yaitu 
demokratisasi, akuntabilitas publik daan 
pemberdayaan masyarakat.  
Berdasarkan pertimbangan ini penulis 
tertarik untuk menetahui pelayanan 
pertanahan di Badan Pertanahan Nasional 
(BPN) saat ini  sehingga penulis memilih judul 
dan mengkhususkan penelitian tentang “Kajian 
Yuridis Standar pelayanan publik pada Badan 
Pertanahan Nasional di Era Otonomi Daerah” 
 
B. Perumusan Masalah  
1. Bagaimana pengimplementasaian standar 
pelayanan publik di era otonomi daerah? 
2. Bagaimana Faktor-faktor pengambat 
pelaksanaan Peraturan Kepala Badan 
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Pertanahan Nasional Republik Indonesia 
Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar 
Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan. 
 
C. Metode Penelitian 
Penulisan skripsi ini menggunakan metode 
pendekatan yuridis normatif. Hukum normatif 
yang hanya mengenal data sekunder saja, yang 
terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum 
sekunder, dan bahan hukum tersier, maka 
dalam mengolah dan menganalisis bahan 
hukum tersebut tidak bisa melepas diri dari 
berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu 
hukum.3 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Pengimplementasian Standar Pelayanan 
Publik di Era Otonomisasi Daerah 
Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 juga diadopsi kembali asas umum 
penyelenggaraan negara yaitu : asas kepastian 
hukum, asas tertib penyelenggarannegara, asas 
kepentingan umum, asas keterbukaan, asas 
proporsionalitas, asas profesionalitas, asas 
akuntabilitas, asas efisiensi dan asasefektivitas. 
Pencantuman kembali asas-asas umum 
penyelenggaraannegara didalam Undang-
Undang ini tidak lain inginmereduksi konsep 
good governance dalam kebijakan 
desentralisasi dan penyelenggaraan otonomi 
daerah.
18 
Berdasarkan pemikiran tersebut, maka 
implementasi kebijakan public desentralisasi 
kedepan harus menekankan prinsip-prinsip 
good governance pada fungsi-fungsi regulasi, 
pelayanan publik dan pembangunan 
kesejahteraan masyarakat. 
Hal ini berarti kebijakan publik yang di 
implementasikan dalam sistem administrasi 
publik di daerah kabupaten/kota benar-benar 
menerapkan prinsip goodgovernance serta 
berorientasi pada peningkatan kesejahteraan 
masyarakat.  Desentralisasi harus mampu 
mendorong terjadinya layanan public yang 
lebih dekat dengan masyarakat yang 
membutuhkan. Kebijakan publik yang 
                                                          
3
 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode 
Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, 
hlm 163. 
18
 Dharma Setyawan Salam,. ”Otonomi Daerah dalam 
perspektif lingkungan, Nilai dan Sumber Daya”.Jakarta: 
Djambatan, Jakarta, 2004, hlm 21 
dihasilkan, diharapkan dapat memangkas 
rentang birokrasi yang panjang untuk 
menghindari penundaan dan penurunan 
kualitas dari layanan publik yang menjadi 
kewajiban negara kepada warganya. 
Keberhasilan proses desentralisasi dapat diukur 
dari kualitas layanan publik yang semakin baik. 
Kebijakan desentralisasi yang hanya 
dimaksudkan untuk menggantikan peran 
pemerintah pusat di daerah tanpa melakukan 
perubahan pada transaksi sosial yang terjadi, 
maka sangat sulit diharapkan terjadinya efek 
positif dari kebijakan publik tersebut oleh 
sebab itu perbaikan kualitaslayanan publik 
menjadi faktor yang determinan dalam 
implementasi kebijakan desentralisasi. 
Pelayanan publik juga merupakanbagian yang 
krusial dalam praktek negara demokrasi, 
bahkan banyak ahli mengatakan bahwa 
pelayanan publiksebagai demokrasi dalam 
artian yang sebenarnya karena demokrasi 
sebagai konsep hanya dapat dirasakan dalam 
kualitas layanan yang diberikan oleh 
pemerintah kepada rakyatnya. Dengan tingkat 
heterogenitas dan penyebaran yang luas, maka 
sangatlah rentan bagi suatu pemerintahan 
dapat memenuhi kebutuhan layanan 
masyarakat sesuai dengan tingkat kebutuhan 
apalagi tingkat kepuasan rakyat. Dalam konteks 
ini layanan menjadi tolok ukur penting untuk 
melihat perjalanan demokrasi dan 
desentralisasi. Dengan demikian demokrasi dan 
desentralisasi harus dilihat dari kemampuan 
pemerintah dan pemerintah daerah dalam 
melakukan transaksi sosial yang paling nyata 
dalam kehidupan sehari-hari yaitu layanan 
publik. Marsh dan Ian mengemukakan 2 (dua) 
perspektif yang penting diamati dalam layanan 
publik yaitu: Pertama, dimensi service delivery 
agent (dinas atau unit kerja pemerintah) dan 
Kedua, dimensi customer atau user 
(masyarakat yang memanfaatkan). Berdasarkan 
dimensi pemberi layanan perlu diperhatikan 
tingkat pencapaian kinerja yang meliputi 
layanan yang adil (dimensi ruang dan klas 
sosial), kesiapan kerja dan mekanisme kerja 
(readiness), harga terjangkau (affordable price), 
prosedur sederhana dan dapat dipastikan 
waktu penyelesaiannya. Sementara itu dari 
dimensi penerima layanan publik harus 
memiliki pemahaman dan reaktif terhadap 
penyimpangan atau layanan tak berkualitas 
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yang muncul dalam praktik penyelenggaraan 
layanan publik.  
Keterlibatan aktif masyarakat baik dalam 
mengawasi dan menyampaikan keluhan 
terhadap praktik penyelenggaraan layanan 
publik menjadi faktor penting umpan balik bagi 
perbaikan kualitas layanan publik dan 
memenuhi standar yang telah ditetapkan. 
Pemahaman masyarakat tentang dasar hukum 
atau kebijakan publik yang ditetapkan menjadi 
salah satu faktor penting untuk menjamin 
standar layanan publik yang berkualitas.  
Pemahaman masyarakat tentang formulasi 
kebijakan publik yang mengatur tentang 
prosedur dan mekanisme pemberian layanan 
publik dapat diukur dari kemudahan 
masyarakat untuk memahami prosedur 
tersebut, kesiapan birokrasi untuk memberikan 
kejelasan kepada masyarakat, informasi yang 
transparan tentang standar pelayanan publik 
dimaksud serta perilaku petugas pelayanan 
publik terhadap masyarakat dalam praktik 
penyelenggaraan layanan publik. Formulasi 
kebijakan tersebut tentunya berada pada 
tahapan implementasi kebijakan publik yang 
telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu bidang 
layanan publik yang krusial adalah masalah 
Pertanahan. Pertanahan merupakan aspek 
regulasi dan legalitas dari berbagai bidang 
kegiatan masyarakat yang ditetapkan oleh 
pemerintah melalui prosedur tertentu. Masalah 
Pertanahan menyangkut dua sisi kepentingan 
yaitu, kepentingan pemerintah daerah untuk 
melakukan regulasi terhadap kegiatan tertentu 
yang dilakukan oleh masyarakat agar sesuai 
dengan perencanaan, kondisi dan kebutuhan 
pemerintah daerah, di sisi lain adalah 
kepentingan kebutuhan masyarakat untuk 
memperoleh kepastian hukum dalam 
melakukan pengarapan tanah dan hak-hak atas 
tanah yang mempunyai efek di bidang sosial, 
ekonomi, politik dan sebagainya. Keseluruhan 
permasalahan yang muncul dalam pelayanan 
Pertanahan menjadi semakin krusial ketika 
prosedur pemberian Pelayanan publik tersebut 
tidak dibakukan secara komprehensif dan tidak 
ditetapkan dalam suatu standar pelayanan yang 
baik. Pelayanan Pertanahan akan tidak 
memberikan kepuasan kepada masyarakat 
apabila dalam pelaksanaannya tidak 
terkoordinasi dan berjalan sendiri-sendiri dalam 
sektornya masing-masing. Implementasi 
Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah jo Undang 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Pemerintah Daerah ke depan salah satunya 
adalah bagaimana dapat meningkatkan kualitas 
pelayanan publik berdasarkan Undang Undang 
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik sesuai dengan asas-asas umum 
penyelenggaraan negara dan sekaligus 
merupakan perwujudan dari prinsip utama 
kebijakan desentralisasi yaitu demokratisasi, 
akuntabilitas publik daan pemberdayaan 
masyarakat.  
Standar Pelayanan dan Pengaturan 
Pertanahan merupakan pedoman dalam 
pelaksanaan layanan pertanahan di 
lingkunagan Badan Pertanahan Nasional 
Republik Indonesia. Standar Pelayanan dan 
Pengaturan Pertanahan dilaksanakan oleh 
Badan Pertanahan Nasional, dan Kantor 
Pertanahan. Adapun peraturan yang mengatur 
mengenai standar pelayanan di Kantor Badan 
Pertanahan Nasional adalah Peraturan Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 
Nomor 1 Tahun 2010 yakni perubahan dari 
Keputusan Kepala Badan Nasional Nomor 1 
Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi 
Pengaturan dan Pelayanan di Lingkungan BPN 
dan juga diatur sebelumnya di dalam Peraturan 
Kepala BPN RI Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Penyederhanaan dan Pencepatan Standar 
Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan 
Tertentu.  Tujuan peraturan ini adalah untuk 
mewujudkan kepastian hukum, keterbukaan 
dan akuntabilitas pelayanan publik. Ruang 
lingkup pengaturan Peraturan Kepala BPN RI 
Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar 
Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan 
terdapat pada pasal 4 peraturan ini, yang 
meliputi:  
a) Kelompok dan Jenis Pelayanan ;  
b) Persyaratan ;  
c) Biaya ;  
d) Waktu ;  
e) Prosedur ;  
f) Pelaporan ;   
a) Kelompok dan Jenis Pelayanan   
Kelompok pelayanan sebagaimana diatur 
pada Pasal 4 huruf a  Peraturan Kepala BPN RI 
Nomor 1 Tahun 2010 terdiri dari pelayanan :  
1. Pendaftaran Tanah pertama kali  
2. Pemeliharaan data pendaftaran anah  
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3. Pencatatan dan informasi pertanahan  
4. Pengukuran bidang tanah  
5. Pengaturan dan penataan pertanahan  
6. Pengelolaan pengaduan  
b) Persyaratan  
Persyaratan pelayanan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 huruf b Peraturan 
Kepala BPN RI No. 1 Tahun 2010 adalah 
persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon 
agar permohonannya dapat diproses lebih 
lanjut. Persyaratan dimaksud adalah berupa 
dokumen pertanahan seperti Kartu Tanda 
Penduduk (KTP) Pemohon, Surat Permohonan 
Hak Atas Tanah, Gambar atau Peta Tanah yang 
telah diukur, Slip Pajak atas tanah yang 
dimohonkan, Kartu Keluarga Pemohon, Bukti 
Jual Beli atau Perjanjian Jual Beli terhadap 
tanah tersebut bila ada melakukan transaksi 
Jual Beli. Apabila persyratan dokumen tidak 
lengkap maka Kantor Pertanahan, Kantor 
Wilayah BPN menolak berkas permohonan. 
Penolakan dilaksanakan oleh Kepala Kantor 
Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah BPN atau 
petugas yang diunjuk. 
c) Biaya   
Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
huruf c Peraturan Kepala BPN RI No. 1 Tahun 
2010 adalah biaya pelayanan yang diwajibkan 
kepada pemohon sesuai dengan peraturan 
Perundang-Undangan tentang jenis dan tarif 
atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang 
berlaku pada BPN RI. 
d) Waktu  
Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
huruf d Peraturan Kepala BPN RI No. 1 Tahun 
2010 adalah jangka waktu penyelesaian 
pelayanan pertanahan terhitung sejak 
penerimaan berkas lengkap dan telah lunas 
pembyaran biaya yang ditetapkan. Jangka 
waktu yang dimaksud adalah jangka waktu 
paling lama untuk penyelesaian masing – 
masing jenis pelyanan pertanahan yang 
dihitung berdasar hari kerja.   Jangka waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Peraturan 
Kepala BPN RI No.1 Tahun 2010 tidak berlaku 
bagi permohonan pelayanan pertanahan yang 
didalam prosesnya diketahui terdapat 
sengketa, konflik, perkara, atau masalah hukum 
lainnya dan berkasnya dapat dikembalikan 
kepada pemohon. 
e) Prosedur  
Prosedur sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 huruf e Peraturan Kepala BPN RI No. 1 
Tahun 2010 adalah tahapan proses pelayanan 
untuk masing – masing jenis kegiatan.  
f) Pelaporan  
Kepala Kantor Pertanahan setiap bulan 
melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan 
kepada Kepala Kantor Wilayah Badan 
Pertanahan Nasional. Kepala Kantor Wilayah 
BPN setiap bulan melaporkan hasil pelaksanaan 
pelayanan yang menjadi tugasnya.  
Negara Republik Indonesia menganut sistim 
demokrasi artinya dari rakyat, oleh rakyat dan 
untukrakyat, dimana rakyatlah memegang 
kekuasaan tertinggi. Konsep ini merupakan pola 
dalam memberikan pelayanan publik. Hal ini 
sebagaimana sudah diatur dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 pasal 31 tentang pendidikan dan 
pasal 33 tentang kekayaan alam, selain itu ada 
lagi pasal pasal yang menyangkut tentang 
pelayan publik atau yang menjadi hak rakyat. 
Dengan sendirinya jelas sudah bahwa secara 
menyeluruh pelaksanaan pelayanan publik 
adalah menjadi tanggung jawab pemerintah, 
sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, 
bahwa pemerintah pada hakikatnya 
menyelenggarakan fungsi pelayanaan kepada 
masyarakat, atau pemerintah adalah pelayan 
bagi masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk 
melayani dirinya sendiri tetapi untuk melayani 
masyarakat serta menciptakan kondisi yang 
memungkinkan setiap anggota masyarakat 
mengembangkan kemampuan demi mencapai 
tujuan bersama.19 Adapun pembina dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan 
oleh pimpinan lembaga negara, pimpinan 
kementerian, pimpinan lembaga pemerintah 
nonkementerian, pimpinan lembaga komisi 
negara atau yang sejenis, dan pimpinan 
lembaga lainnya terhadap pimpinan lembaga 
negara dan pimpinan lembaga komisi negara 
atau yang sejenis yang dibentuk berdasarkan 
undang-undang. Dimana lembaga ini 
mempunyai tugas untuk mengoordinasikan 
kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik 
sesuai dengan standar pelayanan pada setiap 
                                                          
19
 Ryaas Rasyid, Desentralisasi Dalam Menunjang 
Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Administrasi 
di Indonesia, PT. Pustaka, Jakarta, 1998, hlm. 139. 
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satuan kerja, melakukan evaluasi 
penyelenggaraan pelayanan publik dan 
melaporkan kepada pembina pelaksanaan 
penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh 
satuan kerja unit pelayanan publik.   
Menurut Peraturan Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 
8 tahun 2011 tentang Kode Etik Pelayanan 
Publik di Lingkungan Badan Pertanahan 
Nasional Republik Indonesia menyebutkan 
bahwa : “Pelayan Publik adalah pejabat, 
pegawai, atau petugas yang bertugas 
melaksanakan tindakan atau serangkaian 
tindakan pelayanan publik dan pelayanan 
internal di lingkungan Badan Pertanahan 
Nasional Republik Indonesia. Penyelenggara 
Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut 
Penyelenggara adalah pimpinan unit/satuan 
kerja di lingkungan Badan Pertanahan Nasional 
Republik Indonesia yang melakukan pelayanan 
publik dan pelayanan internal.” Maka dapat 
disimpulkan bahwa Instansi Penyelenggara 
Pelayanan Publik di bidang Pertanahan adalah 
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 
(BPN).  
 
B. Faktor-faktor apa saja yang menghambat 
Pengimplementasi Peraturan Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 
Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan 
Dan Pengaturan Pertanahan  
Adapun faktor penghambat dalam 
penerapan kebijakan Kantor Pertanahan 
dipengaruhi 2 (dua) unsur penting yaitu faktor 
hukum dan faktor non hukum. Adapun 
faktor hukum yang mempengaruhi 
terhambatnya penerapan kebijakan Kantor 
Pertanahan yaitu tidak adanya sanksi yang 
tegas dari Kepala Kantor Pertanahan tehadap 
pegawai Kantor Pertanahan yang melakukan 
penyalagunaan aturan hukum, yakni salah satu 
bentuk penyalagunaan aturan hukum yaitu 
terkait batas waktu selesainya proses 
pendaftaran akta serta kurangnya pemahaman 
tentang hukum terutama mengenai peraturan-
peraturan terkait hukum pertanahan bagi 
pegawai-pegawai di Kantor Pertanahan. 
Sedangkan factor non hukum yang 
mempengaruhi terhambatnya penerapan 
kebijakan Kantor Pertanahan yaitu Sumber 
Daya Manusia yang kurang baik secara kualitas 
maupun secara kuantitas, tidak adanya 
Pengawasan yang optimal, Iman atau Mental 
dari pegawai Kantor Pertanahan belum kuat 
dalam menghadapi segala bentuk usaha 
pemberian sejumlah uang atau barang dari 
pihak luar yang menggunakan jasa dari oknum 
pihak pertanahan, serta sarana dan prasarana 
pendukung kinerja pegawai pertanahan belum 
memadai. 
Terkait upaya-upaya yang sudah dilakukan 
kantor pertanahan dalam meningkatkan 
pelayanan pendaftaran tanah, Dari hasil 
interview di atas dapat disimpulkan upaya-
upaya yang sudah dilakukan kantor pertanahan 
dalam meningkatkan pelayanan pendaftaran 
tanah adalah: 
-  memasang alur pendaftaran tanah, 
-  pemasangan papan pengumuman lamanya 
waktu pendaftaran tanah 
- sosialisasi mengenai kode etik, terkait 
kewajiban dan larangan sebagaimana 
dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Republik Indonesia 
Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Kode Etik 
Pelayanan Publik Dan Penyelenggara 
Pelayanan Publik Di Lingkungan Badan 
Pertanahan Nasional 
-  mengingat minimnya petugas BPN, Kepala 
kantor pertanahan sudah melakukan 
permohonan ke BPN pusat untuk 
penambahan kariawan, untuk setiap seksi. 
- dan saat ini telah dikembangkan sistem 
informasi pengelolaan pengaduan 
masyarakat secara online disetiap Kantor BPN 
disetiap Kota. 
Tanah adalah modal dasar pembangunan, 
oleh karena itu daerah harus diberi 
peluang untuk mengatur dan mengurus rumah 
tangga daerah di bidang bertanahan. 
Sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (5) UU No. 32 
Tahun 2004. Otonomi daerah adalah: hak, 
wewenang dan kewajiban daerah otonom 
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat menurut prakarsa sendiri, 
berdasarkan aspirasi masyarakat, dalam sistem 
negara kesatuan RI. Dengan demikian dalam 
menjalankan otonomi daerah melekat satu 
kesatuan bahwa Indonesia adalah negara 
kesatuan. Fungsi pemerintah daerah 
menjalankanurusan yang diserahkan 
pemerintah pusat antara lain; 
menumbuhkembangkan daerah dalam 
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berbagai bidang, meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat,  menumbuhkan 
kemandirian daerah, dan meningkatkan daya 
saing daerah dalam proses pertumbuhan. 
Peranan masyarakat dan swasta dalam 
pembangunan daerah akan semakin besar dan 
menentukan, untuk itu tanpa meningkatkan 
partisipasi masyarakat dan swasta, maka 
otonomi akan kehilangan makna, karena 
melalui otonomi pemerintah daerah 
mempunyai peluang yang lebih besar untuk 
mendorong dan member motivasi membangun 
daerah. Yang kondusif, sehingga akan muncul 
kreasi dan daya inovasi masyarakat yang dapat 
bersaing dengan daerah lain. Di samping itu, 
daerah dapat membangun pusat pertumbuhan 
daerah, karena daerah lebih akrab dengan 
masyarakat dan lingkungannya. Pemberdayaan 
adalah pemberian wewenang, pendelegasian 
wewenang atau pemberian otonomi jejajaran 
bawah. Inti dari pemberdayaan upaya 
membangkitkan segala kemampuan yang ada 
untuk mencapai tujuan. Pencapaian tujuan 
melalui pertumbuhan motivasi, inisiatif, kreatif, 
serta penghargaan dan pengakuan bagi mereka 
yang berprestasi. 
 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. BPN Untuk Meningkatkan Pelayanan 
Pertanahan, antara lain adalah perbaikan 
lingkungan kerja dengan mengfungsikan 
loket pelayanan sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Kepala BPN RI nomor 1 tahun 
2010, perbaikan Sistem Administrasi, 
dangan cara peraturan tersebut harus 
dijabarkan sesuai dengan kondisi Kantor 
Pertanahan. Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah bidang pertanahan berbungkus 
desentralisasi tetapi menekankan 
sentralisasi akan berdampak terhadap 
semakin  meningkatnya sengketa 
pertanahan. Melalui semangat reformasi 
Otonomi adalah peluang daerah untuk 
menata kembali struktur penguasaan dan 
kepemilikan tanah untuk dapat melakukan 
dengan cara menempatkan orang-orang 
yang konseptual dan profesional, 
bertanggung jawab dalam menjalankan 
program pembangunan daerah yang terkait 
secara lansung maupun tidak langsung 
dengan persoalan tanah. 
2. Faktor Penghambat dalam melaksanakan 
Peraturan Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Republik Indonesia Nomor 1 
Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan 
Pengaturan Pertanahan, dapat disimpulkan: 
Faktor penghambat penerapan kebijakan 
Badan Pertanahan Nasional dipengaruhi 2 
(dua) unsur penting yaitu faktor hukum dan 
faktor non hukum, adapun faktor hukum 
yang mempengaruhi terhambatnya 
penerapan kebijakan Kantor Pertanahan 
yaitu tidak adanya sanksi yang tegas 
tehadap pegawai Kantor Pertanahan yang 
melakukan kesalahan dalam menyelesaikan 
proses pendaftran akta dan kurangnya 
pengetahuan tentang hukum pertanahan 
bagi pegawai-pegawai di Kantor 
Pertanahan. Adapun faktor non hukum 
yang mempengaruh terhambatnya 
penerapan kebijakan Kantor Pertanahan 
Sumber Daya Manusia yang kurang baik 
secara kualitas dan kuantitas, tidak adanya 
Pengawasan yang optimal, dan sarana dan 
prasarana pendukung kinerja pegawai 
pertanahan belum memadai. Kewenangan 
Pemerintah dalam bidang urusan tanah 
merupakan urusan wajib pemerintah 
daerah Kabupaten/Kota yang harus diatur 
dan diurus pemerintah Kabupaten/kota. 
 
B. Saran 
1. Pelayanan yang melebihi standard 
pelayanan agar dapat dipublikasikan. 
Strategi ini penting untuk menunjukkan 
bahwa ada pelayanan publik yang 
berhasil dan sukses, karena yang biasa kita 
dengar adalah cerita kegagalan 
pelayanan public dalam memberikan 
pelayanan terbaik. 
2. Kelangsungan suatu kinerja pelayanan dalam 
pelayanan publik jangan cepat 
merasa puas dengan kinerjanya sehingga 
‘lupa’ untuk menjaga kualitas 
terbaiknya. 
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